
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH 

TA.HUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI ACEH TENGAH, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinta.h Aceh, Bupati 

mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahaan Kabupaten Aceh Tengah kepada 

Pemerintah, memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan 

menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah kepada Masyarakat dan sesuai dengan 

keputusan Gebenur Aceh Nomor : 903 / 1483 / 2020 Tanggal 12 Oktober tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten 

Aceh Tengah Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 

Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Angaran 2019; 

b. bahwa 



b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 

Bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

Mengingat 

c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten 

Aceh Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 

2019. 

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lemabran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14.Peraturan 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah 
Tahun Anggaran 2014 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

28. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 100); 

29. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 695) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam 
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Aceh 
Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 695). 

Dengan Persetujuan Bersama 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH 

DAN 

BUPATI ACEH TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Laporan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Laporan Operasional ; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas Laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana mestinya dimaksud dalarn Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai 
berikut : 

A Pendapatan Rp.1.386.138.430.360,68,-
B Belanja Rp.1.385.661.703.520,00,-

Surplus(defisit) Rp. 476.726.840,68,-

C Pembiayaan 



C Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 50.926.247.214,48,-
- Pengeluaran Rp. 23.521.060,00,-

Pembiayaan Neto Rp. 50.902.726.154,98,-

Pasal 3 

1. Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : 

A. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.27.761.261.625,32,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pendapatan setelah perubahan 

b. realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp. 1.413.899.691.986,00,-

Rp. 1.386.138.430.360,68,-

Rp. 27.761.261.625,32,-

B. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 79.140.714.620,98,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.464.802.418.140,98,-

b. Realisasi Rp. 1.385.661.703.520,00,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 79.140.714.620,98,-

C. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 51.379.452.995,66,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (50.902.726.154,98),-

b. Realisasi Rp 476.726.840,68,-

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 51.379.452.995,66,-

D. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 50.926.247.214.98,-

b. Realisasi Rp. 50.926.247.214,98,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00,-

E. Selisih 



E. Selisih anggaran dengan realisasi pen.geluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 23.521.060,00,-

perubahan 

b. Realisasi Rp. 23.521.060,00,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00,-

F Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 50.902.726.154,98,-

b. realisasi Rp. 50.902.726.154,98,-

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00,-

Pasal 4 

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai 

berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 50.926.247.214,98,-

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Rp. 50.926.247.214,98,-

Berjalan 

Subtotal Rp. 0,00,-

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 51.379.452.995,66,-

Subtotal Rp. 51.379.452.995,66-

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00,-

e. Lain-lain Rp. 0,00,-

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 51.379.452.995,66,-

Pasal 5  



Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 dengan Rincian : 

a. Pendapatan-LO Rp. 1.175.625.123.308,48,-

b. Beban Rp. 1.055.884.141.052,54,-

c. Surplus Penjualan Aset Non Lancar -LO Rp. 0,00,-

d. Beban Luar Biasa - LO Rp. 579.738.900,00,-

e. SURPLUS / DEFISIT -LO Rp. 117.852.021.506,82,-

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 dengan Rincian : 

a. Ekuitas Awal Rp. 2.320.533.267.793,51,-

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 117.852.021.506,82,-

c. Koreksi Ekuitas-Mutasi Aset Antar SKPK Rp. (70.666.667,00),-

d. Koreksi ekuitas Lainnya Rp. (7.851.711.905,28),-

EKUITAS AKHIR Rp. 2.430.732.661.593,05,-

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : 

a. jumlah aset Rp. 2.480.736.268.990,14,-

b. jumlah kewajiban Rp. 50.003.607.397,09,-

c. jumlah ekuitas Rp. 2.430.732.661.593,05,-

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai 

berikut : 

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp. 22.988.331.108,48,-

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 205.482.578.074,84,-

c. arus kas 



c. arus kas dari aktivitas inventaris aset non-keuangan 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan 

e. arus kas dari aktivitas nonanggaran 

f. kenaikan / (penurunanan) Bersih Kas 

saldo awal Kas di BUD 

saldo akhir Kas di BUD 

i. saldo kas di BLUD RSUD-Datu Beru 

saldo kas FKTP Dinas Kesehatan 

k. saldo kas dana BOS 

k. saldo kas alchir per 31 Desember 2018 

g• 

h. 

J. 

Rp. (182.496.347.122,00),-

Rp. 4.952.957.880,00,-

Rp. (1.272.727,00),-

Rp. 27.937.916.106,50,-

Rp. 20.429.932.113,48,-

Rp. 47.579.783.767,98,-

Rp. 1.138.056.065,00,-

Rp. 1.915.190.901,00,-

Rp. 98.254.574,00 

Rp. 50.926.247.214,98,-

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara 

kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran qanun ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : 

Lampiran I.1 : 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 : 

Lampiran 1.4 : 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program 

dan kegiatan. 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; 

b. Lampiran 11 



b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : LPE; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran .XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V qanun ini. 

b. Ikhtisar 



b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI qanun ini. 

Pasal 12 

Penjabaran Pertanggung,jawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 13 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah. 

Di Tetapkan di Takengon 
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020 

pBUPATI ACEH TENGAH 

Diundangkan di Takengon 
Pada Tanggal: 20 Oktober 2020 

+ PKABUPA CEH TENGAH 
S tAERAIIlt. SEK 

ARSLAI ABD WAHAB, SE, MM 

LEMBARAN DAERAH KABUP EN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 108 
NOREG QANUN KABUPATEN JICEH TENGAH, PROVINSI ACEH : 3/69/ 2020 


